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ABSTRAK 

M. Fahmi Zikri Al-khani NIM 11721100967. TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN 

KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PEKANBARU. Program Studi Hukum 

Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Qasim Riau 2021 M. 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak kelas II pekanbaru. Untuk melihat bagaimana pemenuhan 

hak anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II pekanbaru. Serta tinjauan 

hukum islam. Terhadap pemenuhan hak anak di lembaga pembinaan khusus anak 

kelas II Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan jenis 

penelitian lapangan (field Reasearch) yang sumber data utamanya diambil dari obyek 

secara langsung didaerah penelitian yaitu melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini bahwa hak-hak yang di dapat anak di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II pekanbaru antara lain: mendapatkan pendidikan 

dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan asupan makanan yang layak, 

melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan bahan 

bacaan dan siaran media masa lainnya yang tidak dilarang. Pemenuhan hak tersebut 

belum terpenuhi sepenuhnya dikarenakan masih menumpang di satu lokasi Lapas 

Salemba. Hak anak yang belum terpenuhi, kurangnya pemenuhan hak-hak anak didik 

di LPKA Kelas II Jakarta ditinjau dari Hukum Islam. Dalam hal Hak Beragama, Hak 

Kesehatan, Hak Pendidikan, Hak Berkreasi Hak-hak anak yang sudah terpenuhi, 

yaitu: adanya fasilitas pendidikan sekolah diantaranya: PKBM, adanya fasilitas 

kesehatan berupa satu buah poliklinik, adanya fasilitas beribadah terdapat satu buah 

masjid, terdapat satu buah perpustakaan, dan adanya perpustakaan keliling untuk 

menambah wawasan anak di lpka. 

Kata Kunci  : Hak Anak, Perlindungan Anak dan Hukum Islam. 

Pembimbing : Hendri sayuti, M.Ag. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Suatu pernkahan tentulah memiliki tujuan, tujuan dari pernikahan 

itu salah satunya adalah memiliki keturunan atau anak. Secara umum 

dikatakan anak apabila seorang anak itu dilahirkan dari hasil pernikahan 

antara seorang lelaki dan perempuan.
1
  Anak merupakan suatu amanah dan 

karunia dari Allah SWT, yang didalam dirinya melekat harkat dan 

martabat sebagai manusia seutuhnya.
2
 

 Anak dikatakan amanah dan karunia dari Allah SWT, dikarenakan 

tidak semua orang mendapatkannya Allah hanya memeberikan anak 

kepada hambanya yang ia kehendaki. Banyak keluarga disekeliling kita 

yang belum mempunyai anak mengandalkan banyak upaya untuk memiliki 

anak, banyak biaya yang dikeluarkan namun karena tidak dikehendaki 

Allah mereka belum memilikinya, maka sebagai orangtua yang dikaruniai 

anak harus bertanggung jawab atas perlindungan hak anak itu.
3
 

 Didalam undang – undang no 35 tahun 2014 perubahan atas 

undang – undang perubahan atas undang – undang no 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

                                                             
 

1
. Muhammad Amin Suma,Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada,2005) hal. 45 

 
2
. Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), cet. 

Kedua, h. 123 

 
3
. Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan 

Dibawah Umur, (Jakarta timur, Kencana,2008) hal. 3  



2 
 

 
 

dalam kandungan. Dan di dalam undamg - undang no 4 tahun 1976 

tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa seorang 

anak belum mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah.
4
 

 Berbeda dengan persfekif hukum yang mendefinisikan anak 

berusia 18 tahun, didalam perfektif psikologi dijelaskan bahwa seorang 

anak adalah individu yang berusia antara 3-11 tahun, selain usia 11 tahun 

individu dianggap sudah memasuki usia remaja. 
5
 Berdasarkan 

perkembangan moral, ketika anak berusia 11 tahuan anak mulai bisa 

berpikir lebih fleksibel karena anak mulai melihat lebih dari sudut 

pandang, baik dan buruk didasarka pada peraturan dan hal-hal yang 

dianggap menguntungkan anak, anak juga mulai mempertimpangkan 

harapan oranglain terhadap dirinya dan pada umumnya anak pada usia ini 

beperilaku baik dilandasi oleh keinginannya untu dianggap sebagai anak 

yang baik.
6
 

 Dalam perkembangan kejahatan banyak anak-anak yang terlibat 

dalam tindak kejahatan yang sebelumnya hanya lazim dilakukan oleh 

orang dewasa, misalnya ikut serta dalam penodongan, perampasan 

kendaraan bermotor, pembunuhan atau bahkan otak perampokan. Maka 

citra anak-anak yang seolah- olah lebih memilih untuk bermain dengan 

teman sebayanya, mulai pudar. Kenyataan ini menimbulkan keprihatinan 

                                                             
 

4
. . Undang – undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 perubahan atas undang – 

undang no 23 tahun 2003 

 
5
. Undang-undang no 4 1976 tentang kesejahteraan anak 

 
6
.  Alghiffari aqsa, mengawal perlindungan anak berhadapan dengan hukum endidikan 

dan monitoring paralegal LBH jakarta untuk anak berhadapan dengan hukum (jakarta pusat, 

lembaga bantuan hukum jakarta, 2012) hal 12 
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di sementara kalangan masayarakat khususnya orang tua, sebab sampai 

sekarang secara terencana anak-anak dianggap sebagai objek untuk 

melakukan suatu kejahatan, baik sebagai alat maupun korban itu sendiri.
7
 

 Di dalam undang – undang no. 12 tanun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak pada pasal 18 disebutkan bahwa Dalam menangani 

perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing 

Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan 

Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi 

bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi 

Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. 

Berdasarkan hal tersebut maka hak yang melekat atas anak harus diberikan 

secara utuh, meskipun hak teripidana atas anak adalah sah namun hak anak 

untuk mendapatkan kesehatan, beragama, hak mendapatkan pendidikan 

dan hak perlindungan di lembaga kemasyarakatan harus diberikan.
8
 

 Dalam Islam hak atas anak diberikan orang tua ketika anak itu 

masih dalam kandungan. Bagi setiap anak sejak ia diciptakan sebagai 

janin, maka ia memiliki hak orisinal untuk hidup, tetap ada dan tumbuh. 

Diharamkan menggugurkan kandungan kecuali apabila kelangsungan 

kandungan itu justru mengancam atau membahayakan kehidupan sang ibu 

dan tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan kecuali menggugurkan 

kandungan itu. Secara umum diharamkan melakukan sesuatu yang 

membahayakan janin dalam kandungan. Syari‟at Islam telah 

                                                             
 

7
.. Benaya Hendriawan, Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Kajian 

Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitusi 

 
8
. Undang – undang no 11 tentang sistem peradilan anak 
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memberlakukan balasan baik berupa hadiah ataupun hukuman bagi orang 

yang tidak melakukannya.
9
 

 Hak – hak perlindungan anak dalam islam dari dalam kandungan 

hingga mencapai kedewasaan nya baik secara fisik mauun non fisik. Hak – 

hak tersebut antara lain yaitu: pertama, Hak anak untuk hidup, hak ini 

dianggap sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari eksistensi 

manusia, karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, hal ini telah 

dijelaskan allah di dalam Al-quran surah An„am: 151 yang berbunyi:  

 

ٍْ إِيْلََقٍ  لََدَكُىْ يِ ْٔ لََ رمَْزهُُٕا أَ َٔ  

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu 

karena takut kemiskman. 

 

 Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu 

punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan 

fitrahnya.Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, 

tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh 

sekalipun.Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja 

tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.
10

 

 Kedua, Hak mendapatkan nafkah, yang dimaksud nafkah disini 

adalah segala keperluan yang perlu,yang berlaku menurut keadaan dan 

                                                             
 

9
.  Tim senergi, Tatanan Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta Pusat, Lembaga Kajian 

Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I)), hal 39 

 
10

.  
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tempat seperti makanan,pakaian,rumah dan sebagainya.
11

 ketiga, Hak 

mendapatkan asi dari ibu atau penggantinya, hak mendapatkan ASI bagi 

bayi selama dua tahun merupakan hak dasar anak dan juga sekaligus 

kewajiban ibu kandungnya karena kebaikan ASI untuk bayi jelas 

manfaatnya, jika ibu tidak bisa memberikan ASI kepada sang anak maka 

orang tua dari anak berkewajiban untuk mencarikan penggantinya dalam 

memberikan asi kepada anaknya. Allah berfirman dalam surah Al-baqorah 

:233 yang berbunyi: 

 

ضَبعَخَ ۚ  ٌْ ٚزُىِه انسه ٍْ أزََادَ أَ ًَ ٍِ ۖ نِ ٍِ كَبيِهَْٛ ْٛ نَ ْٕ هٍ دَ لََدَُْ ْٔ ٍَ أَ انِدَادُ ٚسُْضِعْ َٕ انْ َٔ

عْسُٔفِ  ًَ هٍ ثبِنْ رُُٓ َٕ كِسْ َٔ هٍ  نُٕدِ نَُّ زِشْلُُٓ ْٕ ًَ عَهَٗ انْ َٔ  

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”. 

 

 Keempat, Hak mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan. 

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan dan 

pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Kelima Hak 

mengetahui nasab (keturunan), syariat islam telah menetapkan bahwa 

nasab tidak akan kuat kecuali dengan sebab kelahiran yang berasal dari 

hubungan yang tidak diharamkan. 

Keenam, Hak mendapatkan pendidikan, dari banyaknya ayat dan hadis, 

nabi masih memberikan pedoman tentang pendidikan anak yang meliputi 

                                                             
 11. Sulaiman Rasjid, Fiqih islam,(Bandung: Sinar Baru Algensindo,2019) hal, 421 
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aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kemasyarakatan.
12

Ketujuh, Hak 

mendapatkan nama yang baik, Dianjurkan agar orang tua untuk 

memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama 

bapak dibelakang namanya untuk memudahkan menelusuri nasabnya. 

Nama bagi anak sangatlah penting karena akan berpengaruh pada 

bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan 

sosialnya.
13

 

 Di dalam Undang- Undang juga menjelaskan hak perlindungan 

anak, hal ini diatur di dalam undang-undang no 35 tahun 2014 didalamnya 

terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang hak perlindungan anak, 

yaitu: Hak beragama, terdapat dalam pasal 43 “(1) Negara, Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga 

sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.(2) 

Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran 

agama bagi Anak”. 

 Hak menjaga kesehatan, dalam pasal 45B “Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari 

perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.”. Hak 

mendapatkan pendidikan, Pasal 49 “Negara, Pemerintah, Pemerintah 

                                                             
 12.Hamid Sarong, Hukum perkawinan Islam Di indonesia, (Banda Aceh: PeNA, 2010) hal, 
187 
 

13
. Ahmad Hatta, dkk, Bimbingan Islam Untuk hidup muslim petunjuk praktis menjadi 

muslim seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan al-qur‟an dan sunnah,(Jakarta Timur, 

Maghfirah Pustaka: 2017), hal. 12 
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Daerah, Keluarga, dan orang Tua wajib memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.” 

 Mengacu pada tujuan disyariatkan Hukum Islam, yakni terciptanya 

suatu kemashlahatan umat manusia, maka ihwal perlindungan atas hak 

anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan (hifzh al-nasl) 

yang dalam rumusan Maqashid al-Syari‟ah merupakan salah satu pilar. 

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi 

pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak 

merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi 

oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam 

dikenal lima macam hak dasar yang disebut adh-dharuriyat al-khams, yaitu 

pemeliharaan atas kehor-matan (hifdzul'ird) dan keturunan/nasab (hifdzun 

nasb), pemeliharaan atas hak beragama (hifdzud dien), pemeliharaan atas 

jiwa (hifdzun nafs), pemeliharaan atas akal (hifdzul aql), dan pemeliharaan 

atas harta (hifdzul mal).
14

 

 Lembaga Penempatan Anak Sementara yang disingkat (LPAS) 

adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disingkat LPKA adalah lembaga 

atau tempat anak yang menjalani masa pidananya. Dalam hal anak akan 

dilakukan penanganan dilaksanakan di LPAS, dan apabila tidak terdapat 

LPAS, penanganan dapat dilakukan di LPKS setempat. 

                                                             
 

14
. Asyafri Jaya Bakri, Konsep Maqosid Syariah Menurut Al- Syatibi,( Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1996) hal 34 
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 Dalam hal pembinaan anak narapidana menurut peraturan 

perundang- undangan di Indonesia sudah ditempatkan di lembaga 

pemasyarakatan (lapas) khusus anak. Lembaga pemasyarakatan (lapas) 

anak telah berubah menjadi Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak hingga usia anak 

mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA diwajibkan untuk 

menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan 

pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

 Salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di 

Provinsi Riau adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 

Pekanbaru yang secara administrasi berada di jalan Pemasyarakatan No.4, 

Rumbai Bukit, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, yang saat ini terdata 

sebanyak 69 orang anak didalamnya. 

 Berikut adalah jumlah anak yang menjalani pembinaan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Dalam 3 tahun Terakhir 

Tahun Jumlah Anak Kapasitas Tercatat 

2018 59 160 30/12/2018 

2019 109 160 30/12/2019 

2020 69 160 17/12/2020 

 Selama anak berada di LPKA pemenuhan atas anak itu dilakukan 

oleh petugas LPKA, hak-hak yang diterima anak itu meliputi: pemberian 

pendidikan yang layak, pemberian kesehatan serta makanan yang layak, 
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pemberian pembekalan kerohanian, pembinaan jasmani, mendapatkan 

informasi dan ruang untuk membaca dan pemenuhan hak lainnya.
15

 

Namun, dalam pememberikan hak-hak anak di Lembaga Pemasyarakatan 

dapat dimungkinkan masih terdapat kekurangan, sehingga pemenuhan hak 

anak itu tidak dapat di berikan dengan semestinya . 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian 

mendalam tentang hak-hak yang di dapat oleh anak selama berada di 

Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Pekanbaru. Dan di 

dalam penelitian ini penulis akan mengangkat dengan judul “TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI 

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II 

PEKANBARU” 

B. Batasan Masalah 

 Agar mempermudah dalam penulisan ini dan tidak melebar jauh 

dari pembahasan awal, maka batasan permasalahan dalam penelitian ini 

hanya berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap hak anak di Lembaga 

Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dalam hal hak 

beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak mendapatkan bahan 

bacaan dan siaran media yang tidak dilarang. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

                                                             
 

15
. Sunu Istiqomah Danu, wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak,  tanggal 09 

oktober 2020 pada pukul 14.00 



10 
 

 
 

 Berdasarkan latar belakang di atas Berdasarkan uraian pada latar 

belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diangkat 

oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak yang diberikan lembaga pembinaan 

anak di lpka kelas II pekanbaru? 

2. Bagaimaa tinjauan hukum islam terhadap hak hak anak di LPKA kelas 

II pekanbaru? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak di LPKA kelas II 

pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap hak-hak anak 

di LPKA kelas II pekanbaru 

2. Manfaat Penelituan 

a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan 

perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana pada program S1 pada 

prodi Hukum Keluaraga Fakultas Syariah Dan Hukum di UIN 

SUSKA RIAU. 

b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu dan 

juga wawasan untuk penulis dan pembaca. 

E. Motode Penulisan 

1. Jenis Penelitian 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Lapangan (Field 

Research), Yaitu Peyusunan secara Langsung pada tempat kejadian 

yang berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II 

Pekanbaru, yang kemudian dijadikan untuk data utama dalam 

penelitian ini. 

2. Subjek Dan Objek Penelitian 

 Adapun subjek dari penelitian ini adalah petugas dan warga binaan 

LPKA kelas II pekanbaru. Dan Objek dari penelitian ini adalah 

peranan petugas LPKA dalam memberikan pemenuhan hak anak di 

LPKA kelas II pekanbaru 

3. Sumber Data 

 Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal 

yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak ada 

segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah 

sebagian saja dari informasi, yaitu yang berkaitan dengan penelitian. 

a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya 

langsung atau data yang di peroleh secara langsung di lapangan 

dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Subjek 

penelitian yang di lakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Pekanbaru 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-kubu, tiulisan-

tulisan artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian. 
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c. Data tersier yaitu bahan pendukung terhadap data primer dan 

sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. 

4. Populasi dan Sampel 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah petugas yang bertugas di 

LPKA dan warga binaan LPKA sebanyak 70 orang dan penulis 

mengambil dari beberapa petugas dan warga binaan untuk dijadikan 

sampel sebanyak 30 orang dalam penelitian ini. Oleh karena itu 

penulis menggunakan tekhnik pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode Purposive Sampling yaitu  menentukan kreteria 

khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli.
16

 

5. Metode Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data dan hasil yang jelas dan nyata maka 

penulis melakukan beberapa metode yaitu : 

a. Observasi: penulis melakukan pengamatan secara langsung 

dan turun ke lapangan untuk melihat dengan jelas tentang apa 

yang terjadi di lapangan 

b. Wawancara: penulis melakukan tanya jawab dengan petugas 

dan anak binaan LPKA kelas II pekanbaru 

c. Angket : penulis memberikan pertanyaan dalam bentuk tertulis 

kepada seluruh anak binaan LPKA Kelas II pekanbaru 

d. Study Pustaka: yang di jadikan landasan teori dalam penelitian 

penulis. 

                                                             
 16. Hardi,dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitaitf, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 
2020) hal 368 
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6. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu 

dengan melakukan riset yang bersifat deskriptif dan lebih 

menggunakan analisis yang fokus penelitiannya sesuai dengan fakta 

yang ada dilapangan. 

7. Metode Penulisan 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik Deduktif, Yaitu 

mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang diteliti kemudian di analisa dan di ambil 

kesimpulan yang bersifat Khusus. 

8. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh 

pembahasan yang lebih mengarah dalam penelitian ini, maka penulis 

mengklasifikasikannya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 
Pada Bab ini mejelaskan tentang Latar belakang Masalah, 

batasan masalah, Rumusan Masalah Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

 

 

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI     

    PENELITIAN 

 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran tentang 
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lokasi tempat penelitian ini dilakukan. 

 

BAB III : LANDASAN TEORI 

 
Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang defenisi-

defenisi Anak, Kedudukan anak, Hak-hak  anak, 

Lembaga Pemasyarakatan Anak. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

 
Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang 

bagaimana pemenuhan hak anak di lembaga pembinaan 

kusus anak dan tinjauaan hukum islam terhadap 

pemenuhan ha anak di Lembaga pembinaan Khusus Anak 

BAB V : PENUTUP 

 
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian yang telah di lakukan 

 

 

 

 



 
 

15 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Profil LPKA Klas II Pekanbaru 

  Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamanatkan peran dan fungsi strategis 

Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis 

Pemasyrakatan dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post 

adjudikasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang 

berada pada tahap post adjudikasi dimana berperan dalam memberikan 

pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pemasyarakatan 

(Andikpas). Pembinaan dalam hal ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya 

“prisonisasi” yaitu sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara yang 

justru dapat membuat kondisi seseorang (andikpas) lebih buruk daripada 

sebelum ia masuk kedalam lapas.
17

 

  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru telah 

mengalami beberapa kali nomenklatur yang pada mulanya bernama Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Negara yang mulai didirikan pada tahun 1981 dan 

berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari 

Sekretaris Jendral Pemasyarakatan Nomor : A.PI.03.10.117 tanggal 27 

Oktober 1997. Dan pada tanggal 5 agustus 2015 Lembaga Pemasyarakatan 

                                                             
         17. Kasubag Umum,dokumen dalam bentuk soft file, Lembaga Khusus Anak (LPKA) 
Pekanbaru, tanggal 23 maret 2021 
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Kelas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana 

Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan diresmikan secara serentak seluruh 

Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional.  

  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru 

secara admnistratif mulanya didirikan di atas area seluas 6.800 m² dan dengan 

luas bangunan 2.962 m²  dengan rincian panjang 85 m, lebar 80 m, tembok 

dengan tinggi 5m dan tebal 0,3 m², luas bangunan kantor 305 m²  dan luas 

bangunan hunian 695 m² beralamat di Jalan Bindanak No.1, Pekanbaru dan 

masih bergabung dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 

Pekanbaru hingga April Tahun 2019. 
18

 

  Untuk lebih meningkatkan program pembinaan dalam hal 

penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai 

dengan amanat yang termaktub  pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk kepada hal tersebut pada 

Tahun Anggaran 2018 telah dimulai kegiatan pembangunan gedung baru 

untuk LPKA Klas II Pekanbaru yang didanai dari DIPA LPKA Klas II 

Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 dengan konsep bangunan ramah anak 

dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai tetapi 

tetap mempertimbangkan sistem pengamanan yang seharusnya diterapkan. 

 Tepat pada tanggal 6 April 2019 LPKA Klas II Pekanbaru melaksanakan 

pemindahan kegiatan administrasi LPKA Klas II Pekanbaru ke gedung baru 

                                                             
         18. Kasubag Umum,dokumen dalam bentuk soft file, Lembaga Khusus Anak (LPKA) 
Pekanbaru, tanggal 23 maret 2021 
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dan pada tanggal 29 April 2019 dilaksanakan peresmian gedung baru LPKA 

Klas II Pekanbaru yang secara administrasi berada di Jalan Pemasyarakatan 

No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru 

dengan luas bangunan 2.932,12 m² diatas lahan dengan luas 7.785,55 m². 

Adapun kapasitas hunian di LPKA Klas II Pekanbaru yaitu sebanyak 160 

Anak Didik Pemasyarakatan dengan jumlah kamar 9 kamar dan 1 kamar 

mapenaling. 

  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai 

Unit Pelaksanaan Teknis bidang permasyarakatan mempunyai tugas 

Melaksanakan Pemasyarakatan Anak Didik Pemasyarakatan (Narapidana)  

sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan 

kegiatan baik yang bersifat teknis, subtantif, dan administrative seperti : 

1. Melaksanakan pembinaan terhadap Andikpas; 

2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; 

3. Melakukan hubungan sosial kerohanian Andikpas; 

4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan 

5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

  Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing 

seksi, mulai seksi pembinaan, seksi registrasi dan klasifikasi, seksi 

pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum.  

 

 

B. Visi Dan Misi LPKA Klas II Pekanbaru 
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  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai 

selogan yaitu BERSAHAJA (Bersahabat, Ramah, Santun, Harmonis, Jujur, 

Aman) yang berkaitan dengan visi yaitu “Memulihkan kesatuan hubungan 

hidup, kehidupan dan penghidupan sebagai individu, anggota masyarakat dan 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.  

  Disamping itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 

Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu:  

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang munumbuhkan rasa aman, 

nyaman dan layak anak;  

2. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk 

kepentingan terbaik bagi anak; 

3. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran 

dan kesatuan;  

4. Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan pemenuhan hak-hak anak. 

  untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

kelas II Pekanbaru menerapkan nilai – nilai organisasi sebagai pedoman bagi 

seluruh jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan serta 

pembinaan. Nilai tersebut adalah PASTI. Nilai–nilai tersebut merupakan 

akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparant, Inovatif. 
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Profesional :  Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat 

yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan 

bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi.
19

 

Akuntabel  :  Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat 

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau 

peraturan yang berlaku. 

Sinergi  :  Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan 

kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para 

pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, 

bermanfaat, dan berkualitas. 

Transparan   : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjamin 

akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai. 

Inovatif   : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas 

dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam 

penyelenggaraan tugas danfungsinya. 

  

                                                             
     19. Kasubag Umum,dokumen dalam bentuk soft file, Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, 
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NO NAMA KEGIATAN SENIN SELASA RABU KAMIS JUM’AT SABTU WAKTU KETERANGAN

1 Tpa Anak ✔ ✔ ✔ 09:00 – 10:30 1 Minggu 3x

2 Senam ✔ ✔ ✔ 08:20 – 08:40 1 Minggu 3x

3 Sekolah ✔ ✔ ✔ 09:00 – 12:00 Kondisional

4 Gereja ✔ ✔ ✔ 13:00 – 15:00 1 Minggu 3x

5 Perkebunan ✔ ✔ 08:30 – 10:30 Kondisional

6 Potong Rambut & Potong Kuku ✔ 10:30 – 11:30 1 Bulan 1x

7 Kesenian (Musik & Tari) ✔ ✔ 09:00 – 11:30 1 Minggu 2x

9 Perpustakaan ✔ ✔ 09:30 – 11:00 1 Minggu 2x

10 Apel Pagi ✔ 08:30 – 09:00 1 Minggu 1x

11 Dapur ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Rutin

12 Klinik (Cek Kesehatan) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 08:30 – 09:00 Rutin

13 Pramuka ✔ 09:30-11:00 Kondisional

14 Nonton Bareng ✔ 10:30-12:00 1 Minggu 1x

✔ 09:00 – 10:30 1 Minggu 1x8

C. Daftar Kegiatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru 

Daftar jadwal kegiatan pembinaan  

 

 

 

 

  

 

 

 

NB : Jadwal dapat berubah sewaktu waktu tergantung dari situasi dan kondisi.
20
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D. Struktur Organisasi 

 Adapun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru memeiliki 

struktur organisasi seperti dibawah ini :
21
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 Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 
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Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta terdiri dari 4 bagian 

yaitu
22

:  

1. Sub Bagian Umum 

 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan 

kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan 

urusan   keuangan,    serta    perlengkapan    dan    rumah    tangga. Fungsi: 

a. Pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha; 

b. Penyusunan rencana anggaran; 

c. Pengelolaan urusan keuangan; 

d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga. 

2. Seksi Registrasi dan Klasifikasi 

Tugas: Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan 

registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program 

pembinaan. Fungsi: Peregistrasian, penilaian, pengklasifikasian, dan 

perencanaan program pembinaan. 

Seksi Registrasi dan Klasifikasi terdiri dari: 

a. Sub Seksi Registrasi, Tugas: Sub Seksi Registrasi mempunyai 

tugas melakukan peregistrasian dan pengolahan data. 

b. Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian, Tugas: Sub Seksi 

Penilaian dan Pengklasifikasian mempunyai tugas melakukan penilaian 

terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan 

klasifikasi. 
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3. Seksi Pembinaan 

Tugas: Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakkan pendidikan, 

pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keteramilan, serta layanan 

informasi. 

Fungsi: 

a. Pendidikan 

b. Pelatihan Keterampilan 

c. Pembimbingan Kemasyarakatan 

e. Pengelolaan Makanan dan Minuman 

f. Pendistribusian Perlengkapan 

g. Pelayanan Kesehatan Anak. 

 Seksi Pembinaan Terdiri dari: 

a. Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, Tugas: Sub 

Seksi Pendidikan dan Bimbingan kemasyarakatan mempunyai tugas 

melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan, pealtihan 

keterampilan, bimbingan kemasyarakatan, dan pengentasan. 

b. Sub Seksi Perawatan, Tugas: Sub Seksi Perawatan mempunyai 

tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar 

yang ditetapkan pendistribusian perlengkapan dan perawatan kesehatan 

yang meliputi preventif kuratif dan promotif. 

4. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin 
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Tugas: Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas 

melakukan pengawasan, pengadministrasian dan penegakan disiplin. 

Fungsi: Pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin: 

a. Pengawasan dan pengamanan 

b. Penegakan Disiplin; dan 

c. Penerimaan pengaduan. 

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin terdiri dari: 

a. Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, 

Tugas: Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin 

mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan 

pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan, pengaduan, dan 

melakukan administrasi pengawasan. 

b. regu pengawas Tugas: Regu Pengawas mempunyai tugas 

melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan 

oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM HAK ANAK DALAM ISLAM 

A. Pengertian Anak 

 Secara umum dikatakan anak adalah ketika seseorang lahir dari 

suatu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan ataupun 

seorang yang lahir dari perempuan yang belum menikah juga dikatakan 

sebagai seorang anak. Sedangkan yang diartikan anak-anak atau Juvelane 

adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa 

serta belum kawin.
23

 

 Nilai seorang anak didalam masyarakat sangatlah beragam, 

bergantung pada lingkungan budaya masyarakat itu, pemahamam akan 

nilai anak sangatlah penting karena presepsi nilai anak akam 

mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak. Secara 

umum dalam rentan sejarah kehidupan manusia ada dua jenis nilai anak 

yang dominan di masyarakat kita yaitu anak sebagai nilai sejarah dan anak 

sebagai nilai ekonomi. Anak dipandang sebagai nilai sejarah terdapat 

didalam keluarga bangsawan raja atau dari keluarga elit penguasa, 

perspektif anak itu sebagai nilai sejarah berarti anak itu harus melanjutkan 

sejarah dinasti atau sejarah garis keturunannya, sedangkan nilai anak itu 

sebagai nilai ekonomi, nilai ini tumbuh pada lapisan masyarakat umum 

dengan komunitas petani, pedagang,buruh dan sebagainya. Anak 
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dipandang sebagai nilai ekonomi karena dari anak anak ini akan  

membantu menyanggah kehidupan ekonomi keluarga, apalagi orang tua 

sudah beranjak tua.
24

 

 Di indoneisa sendiri terdapat pengertian anak di beberapa peraturan 

perundang undangan yaitu : 

1. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak 

 Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.
25

 

2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 Dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang 

belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. 

Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan 

belum menikah.
26

 

3. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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 Anak dalam pasal 45 KUHPidana adalah anak yang 

umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. 

4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak. 

 Yang disebut anak dalam pasal 1 ayat 2 adalah seseorang 

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 

pernah menikah. 

5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

 Menurut pasal 1 ayat 3 anak adalah yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yang diduga melakukan tindakan pidana. 

6. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia 

 Pada pasal 1 ayat 5 anak adalah setiap manusia yang 

berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

demi kepentingannya 

 Ajaran islam menegaskan bahwa seorang anak adalah amanah dari 

allah SWT, yang harus dipersiapkan kehadirannya sedemikian rupa untuk 
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dijaga dan dipelihara kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya agar 

tumbuh menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak karimah.
27

 

 Anak dikatakan sebagai amanah dari Allah SWT, karena tidak 

semua orang mendapatkan anak, Allah hanyak memberikan anak bagi 

orang yang ia hendaki. Pemahaman sebagai amanah seharusnya 

melahirkan sikap rasa tanggung jawab para orang tua untuk mendidik dan 

mengajarkan anak untuk berakhlak karimah.
28

 

 Disamping amanah anak juga merupakan cobaan atau fitrah dari 

Allah, ini bertujuan untuk manusia sejauh mana mereka dalam menjaga 

amanah allah itu, dalam hal ini posisi anak tidak jauh beda dari kekayaan 

yang diberikan allah kepada manusia, Allah memberikan kekayaan kepada 

manusia agar dipergunakan untuk ke jalan yang benar dan menolong 

sesama, begitu pula dengan anak Allah memberikan manusia  anak agar 

didik kejalan yang benar agar berguna, tidak hanya berguna bagi agama 

tetapi juga berguna bagi nusa dan bangsa. 

 Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah 

aset keakayaan yang tidak terhingga, merawat dan mengasuh anak dengan 

baik adalah sebuah investasi jangka panjang yang akan menguntungkan 

bekali kali lipat bagi sebuah negeri pada masa yang akan datang.
29

 

 Oleh karena itu, untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai 

penerus bangsa, maka ia perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya 
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untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, 

sosial serta berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta 

untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan 

terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa 

diskriminasi.
30

 

B.  Kedudukan Anak 

 Dalam islam terdapat berbagai macam kedudukan anak/status 

anak, hal ini sesuai dengan sumber dan asal usul anak itu sendiri, sumber 

asal anak itulah yang menjadi dasar dalam menentetukan kedudukan status 

seorang anak. Adapun kedudukan/ status dalam islam yaitu : anak 

kandung, anak tiri, anak angkat, dan anak diluar nikah. Masing-masing 

anak tersebut, mendapat perhatian khusus dalam islam dalam menentukan 

kedudukan/sttusnya. Baik dalam keturunan dan kewarisan maupun dalam 

hal perwalian. Berikut macam-macam dari kedudukan anak dalam islam 

sebagai berikut: 

1. Anak kandung 

 Anak kandung dapat juga dikatakan anak dari keturunan 

yang sah, hukum islam pada dasarnya menentukan keturunan itu 

sah apabila pada permulaan kehamilan antara ibu anak dan laki-
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laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang terjadi dalam 

hubungan perkawinan yang sah.
31

 

 Imam As-Syafi‟i berpendapat bahwa anak dapat di anggap 

sah dan dapat di hubungkan kepada ayahnya.
32

 Dalam pandangan 

islam ada empat syarat agar nasab anak itu dianggap sah.
33

 Yaitu: 

a. Imam hanafi berpendapat bahwa meskipun suami istri tidak 

melakukan hubungan seksual, apabila anak yang dikawini 

secara sah, maka anak tersebut dalah anak yang sah. 

b. Tenggang waktu kehamilan dengan pelaksanaan 

perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan 

itu dilaksanakan, 

c. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari waktu 

dari masa sepanjang kehamilan. 

d. Suami tidak mengingkari anak tersebut dalam lembaga lian. 

 Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap 

keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah 

hidup, pendidikan yang layak, memelihara kehidupan anak 

tersebut sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah
34
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2. Anak Angkat    

 Didalam kompilasi hukum islam sudah dijelaskan bahwa 

anak angkat yaitu anak yang dalam hal pemeliharaan untuk 

hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih 

tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan Pengadilan.
35

  

 Dengan adanya pengangkatan anak, maka tidak berubahnya 

hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya 

baik itu dalam hubungan keturunan/nasab maupun dengan 

hubungan muhrim. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT 

dalam surat al-Ahzab Ayat 4 dan 5 menyatakan : 

ِْكُىْ ۖ  ََٰٕ نكُُى ثأِفَْ ْٕ نِكُىْ لَ
يَب جَعَمَ أدَْعِٛبَءَٓكُىْ أثَُْبَءَٓكُىْ ۚ ذََٰ َٔ  

Artinya: “Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu 

sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu 

hanya dalam perkataanmu dimulut saja”. 

 

َكُُىْ  ََٰٕ ا۟ ءَاثبَءَْٓىُْ فإَخِْ ٕٓ ًُ ِ ۚ فإٌَِ نهىْ رعَْهَ َٕ ألَْسَطُ عُِدَ ٱللَّه ىْ ُْ ِٓ ٱدْعُْٕىُْ لِءَاثبَئِٓ

نَْٛ  َٔ نِٛكُىْ ۚ  ََٰٕ يَ َٔ  ٍِ ٚ بٓ أخَْطأَرْىُ ثِۦِّفِٗ ٱندِّ ًَ ْٛكُىْ جُُبَحٌ فِٛ سَ عَهَ  

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 

(memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih 

adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-

bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-

saudaramu seagama dan maula-maulamu”. 

 Sehingga hal ini menyebabkan bahwa status anak angkat 

terhadap harta waris peninggalan orang tua angkatnya ia tidak 

                                                             
 

35
. Lihat, Pasal 171 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 

Hukum Islam 



32 
 

 
 

mewarisinya akan tetapi ia mendapatkannya melalui surat wasiat 

orang tuanya, maka ia berhak atas harta itu sebanyak-banyaknya 

1/3 dari harta orang tua angkatnya.
36

 

3. Anak Tiri  

 Anak tiri terjadi apabila didalam suatu perkawinan terdapat 

salah satu pihak baik istri ataupun suami atau keuda belah pihak, 

mereka masing-masing membawa anak mereka dari pernikahan 

sebelumnya kedalam pernikahannya, Anak itu tetap berada pada 

tanggung jawab orang tuanya, apabila di dalam suatu perkawinan 

tersebut pihak istri membawa anak yang dibawah umur (belum 

dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu islam maka ia 

masih mendapatkan nafkah dari bapaknya, keputusan itu masih 

tetap berlaku meskipun ibunya menikah lagi. 

4. Anak Luar nikah 

 Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar nikah 

ada dua macam yaitu: (1) apabila orang tua salah satu atau 

keduanya masih terikat dalam pernikahan yang lain, kemudian 

mereka melakukn hubungan seksual dengan wanita atau lelaki lain 

yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak 

tersebut adalah anak zina bukan anak diluar nikah. (2) apabila 

orang tua sang anak diluar perkawinan itu sama-sama masih 

bujangan atau belum menikah, mereka melakukan hubungan 
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seksual dan hamil serta melahirkan maka anak itu disebut dengan 

anak luar nikah.
37

  

 Anak luar nikah adalah anak yang lahir daari hubungan 

diluar nikah, dalam islam yang dipandang sebagai anak diluar 

nikah yaitu 

a. Anak Zina 

 Anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan 

tampa adanya hubungan perkawinan yang sah. Biasanya juga 

disebut dengan anak yang tidak sah. Kenapa demikian, anak 

zina dikatakan anak yang tidak sah karena dilahirkan diluar 

perkawinan yang sah dan disebut anak haram, karena 

perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan 

kelahirannya adalah perbuatan keji dan diharamkan oleh 

syara‟. 

b. Anak Mula‟anab 

 Anak mula‟anab adalah anak yang dilahirkan dari seorang 

wanita yang dili‟an oleh suaminya. 

c. Anak Syuhat  

 Anak syubhat adalah anak yang dilahirkan dari seorang 

wanita yang digauli dengan cara syubhat. yang dimaksud dari 

syubhat dalam hal ini menurut Jawad Mughniyah adalah 
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seorang lelaki yang menggauli seorang wanita yanng haram 

atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.
38

  

  Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah 

dapat berdampak dalam kedudukan anak itu. Apabila seorang anak 

dilahirkan di luar perkawinan maka anak itu dikatakan anak yang 

tidak sah, maka menimbulkan akibat bahwa dalam hukum islam 

anak yang lahir di luar perkawinan ia tidak dapat dihubungkan 

nasabnya dengan ayahnya melainkan dinasabkan kepada ibunya, 

kemudian anak yang lahir diluar nikah juga tidak berhak 

mendapatkan harta waisan dari ayahnya, karena tidak adanya 

hubungan nasab dari ayahnya, anak ysng lahir diluar nikah jika 

anak itu perempuan maka sang ayah tidak bisa menjadi wali bagi 

anaknya karena jia tidak ada nasab ayahnya dan yang menjadi 

walinya ialah wali hakim karena dalam hal ini sama saja dengan 

orang yang tidak mempunyai wali, serta jika anak itu yang lahir 

adalah anak laki-laki maka ia tidak berhak menjadi wali bagi 

saudarinya karena ia tidak memikili nasab yang sama dengan 

saudarinya.
39

 

C. Hak-hak anak dalam islam 

 Hak anak dalam islam adalah hak-hak yang mendasar yang dimiki 

oleh manusia, bukan karena pemberian dari masyarakat, bukan juga 
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pemberian yang didasarkan atas hukum positif yang berlaku, melainkan 

berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia kemuliaan manusia 

yang karenanya perlu dipelihara segala hak dan kehormatannya. 

 Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep hak anak yang 

dimaksud ialah hak-hak yang sudah melekat pada anak yang tidak bisa 

dicabut adalah haknya sebagai manusia. Dalam hal ini dalam sistem 

seseorang anak mempunyai hak yang harus diakui, hak yang harus 

diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. 

 Atas pengertian tersebut perlu pemenuhat akan hak anak sebagai 

penghormatan atas kemuliannya sebagai manusia, hak-hak anak yang 

dimaksud yaitu: 

a. Hak Nasab (keturunan) 

Nasab secara etimologi berasal - dari bahasa Arab yaitu  َُْسِت ََسجبً - ََسَت َٚ

- apabila terdapat kalimat ذَكَسَ ََسَجذَ berarti  ََسَتَ انسه جم  َٔ صَفَذ  َٔ   

memberikan cirri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Kata nasab 

adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bias nisab, seperti kata 

غس ف  menjadiغسْفَذ  dan bias juga nusab, seperti kataسِدَ ز  menjadiسِدْزَح 

.
40

 

 Selain itu bentuk dari jamak nasab adalah ansab sebagaimana 

firman Allah dalam Q.s Al-Mu‟minun (23): 101  

 ٌَ لََ ٚزَسََبءَنُٕ َٔ يَئرٍِ  ْٕ َُْٛٓىُْ َٚ َْسَبةَ ثَ ٕزِ فلَََ أَ  فإَذَِا َفُخَِ فِٙ انصُّ
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Artinya: “Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi 

pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula 

mereka saling bertanya”.
41

 

  

  Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak nasab bagi anak 

adalah hak atas anak dalam kepastian status diri anak dengan orang 

tuanya. Anak berhak unuk memperoleh identidas pribadi karena 

identitas pribadi anak berpengaruh pada statsu dan kedudukan anak 

yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan anak itu 

sendiri. Seorang anak berhak untuk mengetahui siapa orang tua 

kandungnya, nasab juga berakibat timbulnya hubungan anak dengan 

ayahnya dan menimbulkan adanya hak atas anak seperti hak 

waris,nafkah, wali, dan lain sebagainya. 

b. Hak untuk hidup 

 Kehidupan adalah modal paling berharga manusia yang darinya 

kemungkina lain bersumber, maka dari itu dapat disepakati bahwa 

Hak yang paling mendasar bagi seorang manusia adalah hak untuk 

hidup, inilah yang menyebabkan mengapa seseorang tidak boleh 

membunuh orang lain, sebab pembunuhan yang dilakukan manusia 

sama saja dengan menyakiti seluruh manusia.
42

 Oleh kareha itu 

terlarang bagi manusia dalam keadaan bagaimanapun juga mencabut 

nyawa seseorang, jika ia membunuh seseorang maka seolah-olah ia 

telah membuhuh seluruh umat manusia. 
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 Allah berfirman di dalam Al-qur‟an  yang berbunyi: 

ب ُۥ يٍَ لزَمََ َفَْسًًۢ ءِٚمَ أََهّ ٓ ٗٓ إسِْسََٰ َٰٗ ثَُِ نكَِ كَزجَُْبَ عَهَ ٍْ أجَْمِ ذََٰ ْٔ  يِ ْٛسِ َفَْسٍ أَ ثغَِ

بٓ أدَْٛبَ  ًَ ٍْ أدَْٛبَْبَ فكََأََه يَ َٔ ٛعًب  ًِ ب لزَمََ ٱنُهبسَ جَ ًَ فسََبدٍ فِٗ ٱلْْزَْضِ فكََأََه

نكَِ فِٗ  ُْٓىُ ثعَْدَ ذََٰ هٌ كَثِٛسًا يِّ ذِ ثىُه إِ
ََٰ ُِّ نمَدَْ جَبءَٓرْٓىُْ زُسُهُُبَ ثٱِنْجَٛ َٔ ٛعًب ۚ  ًِ ٱنُهبسَ جَ

ًُسْسِ  ٌَ ٱلْْزَْضِ نَ فُٕ  

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani 

Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, 

bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan 

karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia 

telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 

telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 

sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami 

dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 

banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui 

batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.
43

 

 

 Berkaitan denga pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah 

melarangnya dalam Al-Qur‟n : 

 

لََدَكُىْ خَشْٛخََ  ْٔ لََ رمَْزهُُٕا أَ َٔ ٌَ هٌ لزَْهَٓىُْ كَب إِٚهبكُىْ ۚ إِ َٔ ٍُ َسَْشُلُٓىُْ  إِيْلََقٍ ۖ َذَْ

 خِطْئبً كَجِٛسًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena 

takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada 

mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka 

adalah suatu dosa yang besar”.
44
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 Ayat-ayat diatas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak 

untuk hidup, tanpa terkecuali anak hasil perkawinan tidak sah, 

perkawinan di fasakh atau lainnya. Artinya agama islam sudah lebih 

dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum 

Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).
45

 

c. Hak  anak mendapatkan perlindungan didalam kandungan 

 Al-Qur‟an secara jelas sudah memberikan isyarat kepada para ibu 

umtuk melakukn tugasnya yang sudah menjadi qodrati mereka yaitu 

mengandung, melahirkan dan menyusui,  Allah SWT berfirman: 

 

 ٍِ ْٛ هُُّۥ فِٗ عَبيَ فِصََٰ َٔ  ٍٍ ْْ َٔ  َٰٗ ُْْبً عَهَ َٔ ُّۥ  هزَُّْ أيُُّ ًَ ِّ دَ ْٚ نِدَ ََٰٕ ٍَ ثِ َسََٰ ُْٛبَ ٱلِْْ صه َٔ َٔ

صِٛسُ  ًَ هٗ ٱنْ ْٚكَ إِنَ نِدَ ََٰٕ نِ َٔ ٌِ ٱشْكُسْ نِٗ   أَ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya 

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya 

dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang 

ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.
46

 

 

  َٔ ضَعَزُّْ كُسْْبً ۖ َٔ َٔ َٔ ُّۥ كُسْْبً  هزَُّْ أيُُّ ًَ ُبً ۖ دَ ِّ إدِْسََٰ ْٚ نِدَ ََٰٕ ٍَ ثِ َسََٰ ُْٛبَ ٱلِْْ صه

ٍَ سَُخًَ لبَلَ  ثهَغََ أزَْثعَِٛ َٔ ُِۥ  ٓ إذَِا ثهَغََ أشَُده َٰٗ ْٓسًا ۚ دَزه ٌَ شَ ثُٕ هُُّۥ ثهَََٰ فِصََٰ َٔ هُُّۥ  ًْ دَ َٔ

زكََ  ًَ ٌْ أشَْكُسَ َعِْ ٗٓ أَ شِعُِْ ْٔ ٌْ زَةِّ أَ أَ َٔ هٖ  نِدَ ََٰٔ  َٰٗ عَهَ َٔ هٗ  ذَ عَهَ ًْ َْعَ ٗٓ أَ ٱنهزِ
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 ٍَ إَِِّٗ يِ َٔ ْٛكَ  ٗٓ ۖ إَِِّٗ رجُْذُ إنَِ ٚهزِ أصَْهخِْ نِٗ فِٗ ذُزِّ َٔ  ُّ هذًِب رسَْضَىَٰ مَ صََٰ ًَ أعَْ

 ٍَ ٛ ًِ سْهِ ًُ  ٱنْ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik 

kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan 

susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). 

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, 

sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat 

puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk 

mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku 

dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang 

saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan 

(memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku 

bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-

orang yang berserah diri”.
47

 

 
 Islam memberikan pertolongan kepada janin dalam perut ibunya, 

sehingga ia terlahir dan dapat hidup dengan selamat dan diampuni. 

Sebagian dari petunjuk-petumjuk dalam bab ini adalah larangan 

bersetubuh dengan istri ketika dia haidh, upaya ini untuk menjaga 

keturunan dari berbagai bahaya, dan sebagai penjagaan terhadap 

suami dan istri bersama.
48

 

 Pada masa kehamilan, proses pembentukan kepribadian anak telah 

dimulai bahkan jauh sebelm itu yaitu tahap konsepsi. Seorang ibu 

telah dapat memberikan pengaruh pengaruh fisih dan psikologi anak 

dengan memberikan rasa nyaman, tenang, kasih sayang dan nutrisi 

yang diperlukan. Dalam hal ini tidak kalah penting bagi para ibu 

dalam memberikan ketenangan ibu dan bayi dengan cara 

memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur‟an.disamping sebagai dzikrullah 
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agar hati menjadi tenang, hal ini juga bisa membuat bayi terasa 

nyaman, hal tersebut juga sebagaai langkah pendidikan keagamaan 

pada masa bayi, melindungi diri dan jnin dalam kandungan agar 

terhindar dari godaan syiton.
49

  

d. Hak anak untuk disusui delama 2 tahun 

 ASI adalah makanan dan minuman yang paling utama bagi para 

bayi. Tidak ada manusia yang sanggup memproduksi susu buatan atau 

susu formula yang sama kualitasnya dengan ASI. ASI merupakan 

pemberian Allah SWT kepada seluruh anak manusia, untuk menjamin 

kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak 

manusia itu kelak dikemudian hari. 

 Anak mempunyai hak yang tetap atas kedua orang tuanya, yaitu 

untu dipelihara, dikasihi dan didik. Dari sii pernyataan Al-Qur‟an ini 

ditujukan kepada setiap ibu baik yang masih berstatus sebagai istri 

atau yang sudah diceraikan. Yang menganjurkan nya untuk 

memperhatikan penyusuan anaknya, Allah SWT berfirman: 

 

ٌْ ٚزُىِه   ٍْ أزََادَ أَ ًَ ٍِ ۖ نِ ٍِ كَبيِهَْٛ ْٛ نَ ْٕ هٍ دَ لََدَُْ ْٔ ٍَ أَ انِدَادُ ٚسُْضِعْ َٕ انْ َٔ

ضَبعَخَ ۚ   انسه
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan”.
50

 

 

 Jumhur fuqaha‟ berpendapat bahwa perinah menyusui ini bersifat 

anjuran, dan ibu tidak berkewajiban menyusui anaknya, kecuali jika ia 

telah mencarikan orang yang bersedia untuk menyesui bayinya akan 

tetapi  bayi tersebut tidak mau menerima susunya, atau sang ayah 

tidak  sanggup mengupah orang menyusui anaknya atau mampu akan 

tetapi tidak menemukan orang yang menyusui anaknya.
51

 Mereka 

beragumen tentang kesunnahannya dengan firman Allah SWT: 

 َٰٖ ٌْ رعََبسَسْرىُْ فسََزسُْضِعُ نَُّ أخُْسَ إِ َٔ  

Artinya: “dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
52

 

e. Hak Untuk Memperoleh Nama Yang Baik  

 Memberikan nama yang baik adalah suatu kewajiban bagi orang tua, 

pemberian nama yang baik kepada anak selain menjadi sebagai 

identitas bagi anak, nama yang baik juga berarti doa dan harapan 

orang tua terhadap anaknya agar menjadi seperti yang mereka 

inginkan. 

  Islam sebagai agama yang menuntun proses perubahan peradaban 

terbesar tetap memberikan perhatian kepada masalah pemberian nama. 
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Islam menganggap bahwa diantara hak seorang anak terhadap 

ayahnya adalah memilihkan untuknya nama yang bisa diterima. 

Rasulullah SAW bersabda, ”Pertama-tama yang harus diberikan 

kalian terhadap anaknya adalah nama yang bagus. Oleh karena itu, 

hendaknya setiap dari kalian memperbagus nama anaknya”
53

 

f. Hak mendapatkan nafkah 

  Nafkah berasal dari kata infak  yang berarti mengeluarkan dan kata 

ini  tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari 

kata nafkah adalah nafaqaat yang secara  arti berarti sesuatu yang 

dikeluarkan atau diinfakkan oleh seseorang untuk keperluan 

keluarganya. Adapun menurut syarak nafakah adalah kecukupan yang 

diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat 

tinggal.
54

 

  Dalam hal pemberian nafkah kepada anak, Allah SWT telah 

menjelaskan didalam al-Qur‟ yang berbunyi: 

 

ٌْ ٚزُىِه  ٍْ أزََادَ أَ ًَ ٍِ ۖ نِ ٍِ كَبيِهَْٛ ْٛ نَ ْٕ هٍ دَ لََدَُْ ْٔ ٍَ أَ انِدَادُ ٚسُْضِعْ َٕ انْ َٔ

عْسُٔفِ  ًَ هٍ ثبِنْ رُُٓ َٕ كِسْ َٔ هٍ  نُٕدِ نَُّ زِشْلُُٓ ْٕ ًَ عَهَٗ انْ َٔ ضَبعَخَ ۚ  ۚۚ  انسه  

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
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penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara ma'ruf”.
55

 

  Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena 

sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karna ia 

melahirkan anak tersebut. Rasulullah saw. Berkata pada Hindun, “ 

Ambillah harta suamimu dengan cara yang baik yang dapat 

mencukupimu dan ankmu.” Hadis ini menunjukkan bahwa nafkah istri 

dan anak itu menjadi tanggung jawab ayah. Dalil lain diambilkan dari 

hadist yang menyebutkan urutan nafkah mulai dari diri sendiri, anak 

kecil, kemudian keluarga, lantas anak dewasa dan kemudian 

pembantu.
56

 

  Pemberian nafkah seorang bapak kepada anaknya tidak dibebankan 

kepada yang lain tetapi kepada diri bapak tersebut secara mandiri 

walaupun ia miskin (mu‟sir) karena anak tersebut dikaitkan 

deggannya, bagian dari dirinya dan karena itu beban memberi nafkah 

tidak gugur seperti layaknya mempertahankan anaknya itu tetap hidup 

kecuali jika ia benar-benar tidak memiliki kemampuan dan tidak 

memiliki pekerjaaan. Beban nafkah dapat dipindahkan pada yang 

memiliki kemampuan, namun beban nafkah ke yang lain tersebut 

menjadi hutang (dain) bagi bapak dan beban tersebut kembali ke 

bapak jika ia telah memiliki kemampuan dan sejahtera (al-yasar). 

Pembebanan nafkah kepada kerabat yang lain dikaitkan dengan 
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konteks qiyas fiqh –berupa– hutang bagi bapak dan dikembalikan 

kepadanya saat sejahtera.
57

 

g. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tentang agama 

  Pendidikan merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam bagi 

anak, pendidkan pada hakikatnya adalah usaha besar bagi anak untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan anak dalam 

bermasyarakat. 

  Muhammad zaki mengatakan agar anak tumbuh berkembang 

dengan baik dan optimal perlu mendapatkan pendidikan dan 

pengajaran. Pendidikan dan pengajaran akan menjadi bekal bagi 

mereka untuk menghadapi tantangan dimasa depan. Dengan 

memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak berarti orang tua 

telah memberikan perlindungan kepada anaknya sehingga mereka 

hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan yang menimpa 

mereka.
58

 

  Dalam masalah beribadah, orang tua harus memperhatikan dan 

mendidik anak-anaknya sejak dini agar mereka menjadi orang-orang 

yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. Hal ini penting 

karena anak-anak mereka akan menjadi generasi penerus. Masa 

datang akan lebih baik jika mereka berkelakuan dan bertingkah laku 

baik. Nabi Muhammad SAW,  bersabda,”perintahkanlah anak kalian 
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untuk sholat ketika ia telah berusia tujuh (tahun)! Pukullah mereka 

untuk sholat ketika mereka berusia sepuluh (tahun) dan pisahkanlah 

mereka di tempat tidur”. Begitulah yang seharusnya dilakukan orang 

tua terhadap anaknya, sekalipun mereka masih belum balig.
59

 

  Allah SWT berfirman didalam Al-quran   

ُكَسِ  ًُ ٱنْ َٔ ٍِ ٱنْفذَْشَبءِٓ  َٰٗ عَ َُْٓ حَ رَ َٰٕ هَ هٌ ٱنصه حَ ۖ إِ َٰٕ هَ ألَىِِ ٱنصه َٔ تِ  ٍَ ٱنْكِزََٰ ْٛكَ يِ َٗ إنَِ   ۗٱرْمُ يَبٓ أُٔدِ

 ٌَ ُ ٚعَْهىَُ يَب رصَُْعَُٕ ٱللَّه َٔ ِ أكَْجسَُ ۗ  نرَِكْسُ ٱللَّه َٔ  

Artinya : “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-

Kitab (Al-Qur‟an) dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu 

mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan 

sesungguhnya mengingat Allah (sholat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”.
60

 

   

 Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua 

diwajibkan untuk mengajarkan anaknya untuk beribadah terutama 

sholat ketika ia telah berusia tujuh tahun dan apabila diusia anak 

sepuluh tahun meninggalkan sholat maka oraang tua dibolehkan untuk 

memukul anak dengan niat untuk mengajari anak bukan untuk disiksa, 

hal ini bertujuan agar anak tidak melakukan perbuatan yang keji dan 

mungkar karena sholat dapat menceganya dari perbuatan keji dan 

mungkar. 

  Mengacu pada tujuan disyariatkan Hukum Islam, yakni terciptanya 

suatu kemashlahatan umat manusia, maka ihwal perlindungan atas hak 
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anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan (hifzh al-nasl) 

yang dalam rumusan Maqashid al-Syari‟ah merupakan salah satu pilar. 

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi 

pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak 

merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi 

oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam 

dikenal lima macam hak dasar yang disebut adh-dharuriyat al-khams, 

yaitu pemeliharaan atas kehor-matan (hifdzul'ird) dan keturunan/nasab 

(hifdzun nasb), pemeliharaan atas hak beragama (hifdzud dien), 

pemeliharaan atas jiwa (hifdzun nafs), pemeliharaan atas akal (hifdzul aql), 

dan pemeliharaan atas harta (hifdzul mal).
61

 

Untuk lebih rincinya lagi hak yang telah disebutkan di atas. Akan 

dijelaskaan secara rinci berikut ini: 

a. Hifdzud din ( pemeliharaan Agama) 

  Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang 

pertama adalah kebebasan berkeyakinan, dan beribadah, setiap 

pemeluak agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh 

dipaksa untuk meninggalkanya menuju agama serta mazhab lain.
62

 

dasar hal ini sesuai dengan firman Allah SWT,  

 

ٍِۗ  فِٗ اِكْسَاَِ  لََٓ  ْٚ ٍَ  لدَْ  اندِّ شْدُ  رهجَٛه ٍَ  انسُّ ِّٙ  يِ ۚۚ  انْغَ   
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Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama 

(Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan 

yang benar dengan jalan yang sesat.”
63

 

 

  Ibnu Katsir mengungkapkan, “janganlah kalian memaksa 

seseorang untuk memasuki agama Islam. Seungguhnya dalil dan 

bukti akan hal ini adalah gamblang, bahwa seseorang tidak boleh 

dipaksa masuk islam.
64

  

  Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama 

kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama ibu, sebagai 

orang tua yang mengandung dan membesarkan anak. Agama anak 

mengikuti agama orang tuanya.
65

 Dari Abu Hurairah ra, dia 

berkata, Rasulullah SAW bersabda 

 ْٕ ُ ن ْٕ ندَُ  دٍ كُمُّ يَ ْٕ اُِ  انفْطِْسَحِ  عَهَٗ ُٚ َٕ ِّ  فبَثََ دَاَِ ِّٕ َُٓٚ  ْٔ ِّ  اَ سََِ ْٔ  ُُٚصَِّ ِّ  اَ سَُِ جِّ ًَ ُٚ  

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah 

(perasaan percaya kepada Allah). Maka kedua orang 

tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama 

Yahudi, atau Nasrani ataupun Majusi.” (HR.Bukhari) 

 

  Berdasarkan Hadist tersebut dikatakan bahwa orang tua 

memiliki pengaruh yang besar terhadap anak, baik itu dalam 

perkataan, keteladanan, cinta kasih dan sayang, anak-anak 

senantiasa meniru orang tuanya. 

                                                             
 

63
. QS. Al-Baqarah (2):256 

 
64

. Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, Hal 1 

 
65

. Baharuddin, Op,cit, hal 290 



48 
 

 
 

  Para ulama telah mengemukakan contoh dari  h}ifz al-din 

ini, antara lain; Allah „Azza wa Jalla mensyariatkan ajaran-ajaran 

inti atau ibadah-ibadah pokok, seperti iman (rukun iman), 

mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa, haji (rukun islam) dan 

sebagainya untuk memelihara agama dari sisi wujud. Abdul Wahab 

Khalaf menambahkan kewajiban berdakwah, membantu dan 

menyelamatkan misi dakwah.
66

 

  Pembinaan keagamaan terhadap anak dapat dimulai ketika 

anak itu di dalam kandungan dengan membaiasakan anak untuk 

mendengarkan perkataan yang baik seperti Sholawat, ayat Al-

Qur‟an dan sebagainya.  ketika anak beranjak dewasa dan ia telah 

memasuki usia baligh telah mengenal perintah dan larangan Allah, 

memahami hukum halal dan haram serta terikat dengan hukum 

syariat sehingga mampu melaksanakan perintahnya, dan menjauhi 

larangannya, serta tidak mudah tergelincir kejalan yang tidak 

diridhai-Nya.  

  Pembiasaan itu biasanya dimulai dalam shalat dan puasa, 

tujuannya adalah untuk membiasakan dan mendorong anak untuk 

terbiasa sholat dan puasa sehingga ketika anak mencapai usia 

baligh anak sudah dalam keadaan siap secara jiwa dan raga untuk 

melakukan sholat dan puasa. agar anak terbiasa melakukan dan 

terdidik untuk mentaati Allah, melaksanakan hak-Nya, bersyukur 
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kepada-Nya, kembali kepada-Nya, berpegang teguh kepada-Nya, 

bersandar kepada-Nya, dan berserah diri kepada- Nya sehingga 

kesucian rohani, kebaikan akhlak dan perilaku sosial-nya terjamin 

sejak dini sebagai bagian dari pemenuhan hak agama anak.
67

 

b. Hifzun nafs ( pemeliharaan jiwa) 

  Menjaga kesehatan anak merupakan suatu kewajiban, baik 

itu secara fisik maupun mental, agar anak itu tumbuh baik dan 

berkembang secara normal, tidak terjangkit penyakit perlindungan 

hak kesehatan anak dimulai dari dalam kandungan. 

  Ubes Nur Islam dalam bukunya Mendidik Anak Dalam 

Kandungan mengatakan Memelihara kesehatan anak pertama kali 

diberikan oleh orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang 

mengandungnya. Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang 

cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan 

salah satu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak.
68

 

  Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak saja 

dalam pemenuhan gizi dan vitamin pada saat ana dalam 

kandungan, tetapi juga melalui pendekatan perlindungan yang 

berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari 

penyakit. Dalam Islam mencegah anak dari penyakit adalah wajib. 

Diantara cara untuk mencegah penyakit adalah: memberikan 

makan, minum secara halalan thayiban serta teratur dan tidak 
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berlebihan,. Orang tua hendaklah membiasakan anak untuk makan, 

minum dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Allah SWT 

berfirman didalam Al-qur‟an 

ادِ  َٕ لََ رزَهجعُِٕا خُطُ َٔ ب فِٙ الْْزَْضِ دَلََلًَ طَِّٛجبً  هً ٚبَ أَُّٚٓبَ انُهبسُ كُهُٕا يِ

ُ نكَُىْ عَ  ٌِ ۚ إَِهّ ْٛطبَ ٌٍ انشه ٌّٔ يُجِٛ دُ  

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.
69

 

 

c. Hifzul „aql ( pemeliharaan akal) 

  Akal adalah suatu unsur yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia  karena akal adalah yang mebedakan hakikat 

antara manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu Allah 

memperintahkan manusia untuk menjaga dan memliharanya sereta 

meningkatkan kualitas akal itu dengan cara belajar dan menuntut 

ilmu. 
70

 

  Dengan akalnya, manusia akan mendapatkan pentunjuk dan 

ma‟rifat kepada penciptanya, menetapkan kesempurnaan dan 

kaagungan manusia itu. Al-qur‟an telah megisyaratkan manusia 

agar menutut ilmu. Allah SWT berfirman: 

ٍَ أُٔرُٕا انعِْهْىَ دَزَجَبدٍ ۚ  انهرِٚ َٔ ُْكُىْ  ٍَ آيَُُٕا يِ ُ انهرِٚ  ٚسَْفعَِ اللَّه
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Artinya: niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat.
71

 

  Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan bisa 

terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya diarahkan 

untuk kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus 

mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. 

Pendidikan spiritual ini terkait dengan pengembangan mental anak, 

karena dengan pendidikan spritual yang baik maka pada gilirannya 

dapat menampilkan anak sebagai sosok yang memiliki mental yang 

baik pula. 

d. Hifdzun nasl (pemeliharaan keturunan atau nasab) 

  Salah satu bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang 

dimiliki oleh setiap anak yang terlahir ke muka bumi adalah hak 

untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya yang terpatri 

dalam nama dan keturunan (nasab), melindungi keturunan adalah 

melestarikan dan memelihara nasab agar jelas. 

  Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang 

berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota 

keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari 

ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab 

adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena 

merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. 

Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan 
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putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada 

manusia berupa nasab.
72

 Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an. 

 

ٌَ زَثُّكَ   كَب َٔ ْٓسًا ۗ  صِ َٔ بءِ ثشََسًا فجََعَهَُّ َسََجبً  ًَ ٍَ انْ َٕ انهرِ٘ خَهكََ يِ ُْ َٔ

 لدَِٚسًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari 

air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan 

mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.
73

 

   

e. Hifdzul Mal  

  Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban 

sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang besar 

bagi seorang ayah karena memberi nafkah kepada keluarga, 

sebaliknya jika ia tidak mau memberi nafkah kepada anak-anak dan 

keluarga, padahal ia mampu, ia akan memperoleh dosa yang besar.  

  Untuk itulah Islam mewajibkan kepada pemerintah untuk 

menyediakan lapangan kerja bagi setiap orang yang mempunyai 

kemampuan. Dari uraian diatas diketahui bahwa Islam telah 

mengajarkan etos kerja, kerja keras terhadap orang tua untuk 

menghidupi anaknnya. Jika orang tua tidak mampu melaksanakan 

kewajiban dan tanggungjawabnya pemeliharaan terhadap anak-
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anak yang hidupnya kurang mampu bergeser pada masyarakat, 

pemerintah dan terus kepada negara. 
74

 

  Islam menyadari betul bahwa kemiskinan dapat 

menyebabkan penyimpangan pada kejiwaan anak. Dalam 

prakteknya realitas kemiskinan ini dapat menyebabkan anak 

terperosok kepada perilaku menyimpang seperti; menjadi pelacur, 

anak jalanan, terlantar dan lain-lainnya, yang menyebabkan masa 

depan anak-anak menjadi suram. 

 

D. Lembaga pemasyarakatan khusus anak 

 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga 

atau tempat anak menjalani masa pidananya.
75

 LPKA merupakan bentuk 

perubahan nomenkatur dari Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai penganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka 

setiap LembagaPemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem 

menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama 3 (tiga) tahun. 

Disamping itu di dalam pasal 105 disebutkan pula mengenai kewajiban 

kementrian yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di bidang 

hukum untuk wajib membangun LPKA di provinsi.
76
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 Terjadinya pemisahan anak dari keluarga khususnya orang tua 

sebagai upaya terakhir untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan 

menempatkan anak ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tentu 

tidak menjadi penyebab putusnya tanggung jawab orang tua terhadap hak-

hak anak didik pemasyarakatan, dengan demikian hak anak tetap dijadikan 

sebagai prioritas utama. 

 Terkait hal tersebut bahwa perlindungan anak merupakan bagian 

dari upaya memprioritaskan pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan, 

maka sebagaimana kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas di 

bawah ini: 

“ Sesuatu tidak boleh dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar 

hak yang benar-benar dikenal” 

 

 Kaidah tersebut mempunyai makna bahwa seseorang yang 

memiliki suatu benda atau hak tertentu, maka benda atau hak tersebut tetap 

menjadi miliknya selama tidak ada bukti-bukti lain yang membatalkan 

haknya tersebut.
77

 Oleh karena itu, anak didik pemasyarakatan tetap 

berhak untuk dipenuhi hak-haknya secara wajar sebagaimana yang telah 

diketahui meskipun telah terjadi pemisahan. Sebab pemisahan tersebut 

sifatnya sementara serta tidak menyebabkan putusnya hubungan antara 

anak dengan orang tua. 

 Diadalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 
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tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 

tertuang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana seperti hak beribadah, hak 

perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan dan 

pengajaran serta hak lain yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dengan 

demikian orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan 

dan kemanusiannya tidak akan hilang.
78

 

 Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara 

ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak 

sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, 

pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga 

pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU 

SPPA sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak (Undang- Undang Pengadilan Anak)..  
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan hukum islan terhadap 

pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II pekanbaru 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dalam melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas II pekanbaru, 

pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan sudah terpenuhi. LPKA 

sudah menyediakan masjid untuk anak didik beribadah dan memberikan 

pendidikan, serta telah memberikan makanan yang layak bagi anak didik 

LPKA. Namun dalam pemenuhan hak kesehatan anak di LPKA belum 

terpenuhi karena tidak adanya dokter umum di LPKA. Karena tidak 

adanya dokter umum tidak bisa semua penyakit bisa ditangani di sini. Jadi 

mereka hanya bisa menangani penyakit yang biasa saja. Apabila ada anak 

yang sakit dan tidak bisa ditangani di sini langkah selanjutnya, pengelola 

LPKA menelepon ke lapas lain yang ada dokter umumnya atau dibawa ke 

Rumah Sakit.. 

b. Tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak anak Di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sudah terpenuhi karena Di 

LPKA sudah terdapat Masjid dan kelas TPA untuk anak-anak 

mengerjakan ibadah sholat dan belajar tentang agama, LPKA juga telah 

memberikan makanan yang layak dan halal bagi anak akan tetapi tidak ada 
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nya dokter Di LPKA membuat anak hanya diobati masalah penyakit kecil 

saja dan jika ada anak yang sakit namun tidak bisa ditangani LPKA maka 

anak itu akan dirujuk Ke Rumah sakit terdekat, anak-anak Di LPKA juga 

mendapatkan pendidikan serta diberikan fasilitas untuk membaca dan 

mengikuti kelas belajar. 

B. Saran 

a.  Diharapkan kepada Lembaga Pembidanaan Khusus anak untuk  selalu 

memperhatikan pemenuhan hak anak, karena bagaimana pun juga anak 

adalah aset penerus banggsa yang harus di lindungi hak- haknya. 

b. Kementrian Kesehatan dalam hal ini sebagai pihak terkait agar melakukan 

penambahan fasilitas untuk kesehatan dan penambahan obat-obatan dan 

dokter yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

maksimal di LPKA. 

c. Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar selalu memperhatikan 

hukum islam dalam memberikan pemenuhan hak kepada anak, karena 

segala sesuatu yang kita kerjakan seperti, ibadah, makan pendidikan tidak 

jauh dari hukum islam. 
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Draft Wawancara 

1. Kepala LPKA Klas II A Pekanbaru 

1) Ada berapa banyak Andikpas di LPKA Klas II Pekanbaru? 

2) Ada berapa banyak Andikpas kasus/tindak pidana  yang dilakukan anak 

sehingga masuk ke LPKA Klas II A Pekanbaru? Apakah mengalai 

peningkatan dari tahun sebelumnya? 

3) Apakah andikpas yang berada di lpka ini berasal dari pku? 

4) Apa saja tingkat pendidikan Andikpas yang di bina oleh LPKA Klas II A 

Pekanbaru? 

5) Selama anak berada di lpka apakah ortu berhak memenuhi  haknya 

kepada anak nya selama anak berada di lpka? 

6) Apa saja pemenuhan hak yang diterima bagi Andikpas di LPKA Klas II 

A Pekanbaru? 

7) Apa tujuan dan prinsip dilakukannya pembinaan terhadap Andikpas? 

8) Apasaja sarana dan prasarana lpka dalam melaksanakan pemenuhan hak 

anak? 

9) Apakah pemenuhan hak anak yang diterima di lpka ini sudah sesuai 

dengan uu yang berlaku? 

10) Berapa lama masa kerja petugas pembinaan LPKA Klas II Pekanbaru? 

11) Ada berapa banyak petugas pembinaan  di LPKA Klas II Pekanbaru? 

12) Apa tingkat pendidikan petugas di LPKA Klas II A Pekanbaru? 

13) Apakah petugas pembinaan LPKA Klas II A Pekanbaru pernah 

mendapat pendidikan khusus? 

14) Jika pernah, pendidikan khusus seperti apa yang diberika petugas 

pembinaan? Ex pembekalan 

15) Apakah pembinaan yang di berikan kepada Andikpas sudah berjalan 

secara optimal? 

16) Menurut anda, apakah Andikpas telah merubah pengetahuan, perilaku 

dan keyakinannya tentang narkoba kearah yang lebih positif? 

 

2. Petugas pembinaan kesehatan  

1) Apakah setiap anak yang masuk ke lpka diberikan pemeriksaan kesehatan 

terlebih dahulu? 

2) Apa saja hak yang diterima anak dalam hal kesehatan di lpka ini? 



3) Ada berapa petugas kesehatan di lpka? 

4) Apakah di lpka ada penyeluhan kesehatan? 

5) Bagaimana penanganan medis yang diterima anak ketika ia sakit? 

6) Dalam hal kesehatan fasilitas apasaja yang diterima anak selama di lpka? 

7) Bagaimana makanan anak disini apakah sudah sesuai standar gizi anak 

dan terjamin kehalalannya ? 

8) Berapa kali sehari anak disini makan? 

9) Apkah anak di sini diperbolehkan makan dari makanan luar? 

10) Apakah makanan di sini sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak? 

11) Apakah anak disini mempunyai pantangan makanan? 

12) Mengenai fasilitas kesehatan, apakah fasilitas kesehatan anak sudah 

memadai baik sarana atau prasarananya 

13) Apakah ada kendala dalam memberikn pemenuhan hak anak di lpka? 

  Petugas pembinaan keagamaan? 

1) Ada berapa petugas pembidaan keagamaan di lpka? 

2) Bagaimana pemenuhan hak anak di lpka? 

3) Apakah anak diberikan kebebasandalam beribadah sesuai dengan agama 

dan kepercayaan mereka masing masing? 

4) Apakah ada kegiatan keagamaan yang diterima anak di lpka? 

5) Apakah ada hambatan bapak selama memberikan pemenuhan hak anak? 

6) Bagaimana motivasi anak dalam mengikuti pemenuhan hak anak? 

7) Apakah ada kerjasama dengan pihak luar dalam menjalankan pemenuhan 

hak anak di lpka? 

8) Dalam pemenuhan agama ini apa yang paling di utamakan? 

9) Apakah anak disini diberikan luang untuk mengeluarkan bakatnya? Contoh 

di adakan lomba tertentu, 

10) Apakah sangsi bagi anak yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan? 

11) Apa strategi bapak dalam menjalankan pembinaan keagamaan? 

12)  Menurut bapak apakah anak sudah dierikan pemenuhan hak anak secara 

optimal? 

13)  Apakah setelah pelaksanaan pemenuhan keagamaan, terdapat perubahan 

dari anak anak disini? Contoh sering membaca al-quran, rajin sholat  



 Petugas pembinaan pendidikan 

1) Ada berapa petugas yang melaksanakan pemenuhan pendidikan di lpka? 

2) Apa aja tingkatan sekolah anak di lpka ini? 

3)  Bagaimana prosese pemenuhan pendidikan anak di sini pak? 

4) Dalam pendidikan apa pendidikan yang dibeikan? 

5) Apakah pendidikan yang diberikan disini sama dengan pendidikan anak 

pada umum nya? 

6) Apakah pihak lpka ada kerja sama dengan pihak luar? 

7) Dalam hal pendidikan apasaja yang harus dilakukan anak disini ? 

8) Apakah orang tua mereka menanyakan proses pendidikan anak mereka 

disini? 

9) Bagaimana fasilitas pendidikan anak disini? 

10) Apakah orag tua boleh tau masih berhak mengontrol pendidikan anaknya 

selama ada di sini? 

11)  Apa kedala bapak dalam proses pemenuhan pendidikan anak? 

 

 

Anak bimbingan lapas? 

1. Sudah berapa lama adik berada disini? 

2. Apa yang adik lakukan atau pidana apa yang adik lakukan sehingga berada 

di sini? 

3. Apa faktor adik melakukan hal demikian? 

4. Sebelum adik berada di sini apakah adik mendapatkan pemenuhan hak 

penuh dari orang tua? 

5. Selama di sini pemenuhan hak apa saja yang adik terima? 

6. Apakah adik mendapatkan pengajaran beribadah selama disini? 

7. Apa saja pembelajaran yang adik terima? 

8. Apa kendala adik dalam pemenuhan agama disini? 

9. Apakah hasil yang adik dapatkan dari pemenuhan agama ini? Contoh sudah 

bisa baca al-quran dbg 

10.  Menurut adik bagaimana makanan disini ? 

11. Apakah adik mendapatkan makanan rutin tiap harinya 

12. Apakah makanan disini disajikan dengan baik ? 



13. apakah disini mempunyai layanan kesehatan? 

14. Layanan kesehatan apa saja yang adi terima selama disini? 

15. Apakah pelayanan yang adik terima ketika adik sakit sudah baik? 

16. Bagaimana menurut adik mengenai fasilitas yang adik terima apakah sudah 

bersih dan sesuai dengan ketentuan? 

17. Apakah selama disini adik juga mendapatkan pendidikan? 

18. Menurut adik bagaimana pendidikan yang adik terima disini? 

19. Apa fasilitas yang adik terima dalam pendidikan? 

20. Apakah ada kendala adik dalam pemberian pendidikan disini? 

21. Bagaimana sikap petugas dalam pemberian pemenuhan hak disini? 

22. Selama disini apa saja yang adik dapat mengenai pemenuhan hak anak 

selama disini, apa yang harus di perbaiki dan apa yang harus ditingkatkan 

lagi? 
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